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Abstract
Information and communication openness is an effort to create an information society. The emergence
of hoaxes through social media is a problem because of the low level of community literacy. The purpose
of this study is to determine the model of public relations communication in hoax media literacy. This
study used a qualitative approach with data collection methods through interviews, observation and
documentation. The results show that the communication model used by the Ministry of Communication
and Information Technology for media literacy uses four Grunig models, namely the press agentry model
(press agency or propaganda model), public information model, two-way asymmetrical model, and two-
way symmetrical models. One-way communication uses persuasion techniques. Whereas in two-way model
there is negotiation to increase mutual understanding and mutual respect and to act as a communication
facilitator in information services, to provide responses, to provide solutions, and to take action to resolve
problems related to hoax information, both in the form of public complaints and findings in the field.
Key words: hoax, press agentry model, public information model, two-way asymmetrical model, two-way
symmetrical model

Abstrak
Keterbukaan informasi dan komunikasi merupakan upaya untuk mewujudkan masyarakat informasi.
Munculnya informasi hoaks melalui media sosial menjadi suatu masalah karena rendahnya tingkat literasi
masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui model komunikasi humas dalam literasi
media hoaks. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengambilan data melalui
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model komunikasi yang
digunakan Kementerian Kominfo untuk literasi media menggunakan empat model Grunig yaitu model press
agentry (keagenan pers atau model propaganda), public information model (model informasi public), two-
way asymmetrical model (model asimetris dua arah), dan two way symmetrical model (model simetris dua
arah). Komunikasi satu arah dengan teknik persuasi. Model dua arah adanya negosiasi untuk meningkatkan
pemahaman bersama dan rasa saling menghormati serta bertindak sebagai fasilitator komunikasi dalam
pelayanan informasi, memberikan tanggapan (respons), memberikan solusi, serta melakukan tindakan untuk
menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan informasi hoaks baik itu berupa aduan masyarakat
maupun temuan di lapangan.
Kata kunci: hoaks, model press agentry, public information model, two-way asymmetrical model, two
way symmetrical model
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PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dan penetrasi
media yang cukup tinggi dan dapat menjangkau
berbagai kalangan menjadikan peredaran infor-
masi sulit dibendung. Hal ini dapat menimbul-
kan suatu polemik baru bahwa informasi yang
salah dan benar tidak dapat dibedakan lagi. Se-
bagai contoh adalah pengiriman pesan melalui
aplikasi WhatsApp, Facebook, Twitter, dan lain-
lain. Penyebaran hoaks saat ini bukan merupa-
kan masalah nasional saja tetapi sudah menjadi
isu global. Antisipasi penyebaran hoaks tidak
hanya perlu dilakukan dengan pembatasan atau
blokir tetapi juga pengembangan literasi media,
dengan cara memahami informasi terlebih dahu-
lu, mengetahui akurasi konten, mengklarifikasi
kebenarannya, baru kemudian bisa disebarkan
jika memang merupakan informasi yang benar.
Masyarakat Indonesia yang multikultur untuk
literasi media dapat melakukan model literasi
media sesuai dengan nilai-nilai keberagaman
dan kebhinekaan berdasarkan toleransi dan
persatuan bangsa (Juliswara, 2017). Menurut
Astrini (2017), penyebaran hoaks di media so-
sial dan online didorong oleh adanya kepenting-
an yang melatarbelakangi penyebaran informasi
tersebut, misalnya kepentingan politik, kekua-
saan, iseng, sentimen pribadi, ekonomi, industri

bisnis hoaks, dan lain-lain.

Hasil riset yang dilakukan oleh Masyarakat
Telematika Indonesia (MASTEL, 2017) meng-
ungkapkan bahwa isu hoaks yang paling tinggi
adalah isu yang berkaitan dengan politik, SARA
(Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan). Hal
ini dikarenakan isu-isu tersebut sangat sensitif
dalam mempengaruhi opini publik sehingga
para pengguna hoaks selalu memanfaatkan isu
ini sebagai informasi hoaks. Dari hasil riset, se-
banyak 91,8% responden mengaku paling sering

menerima konten hoaks tentang sosial politik,

misalnya saat pemilihan kepala daerah atau pe-
merintahan, serta 88,6% responden menerima
isu SARA. Bentuk konten yang paling banyak
diterima responden adalah berupa teks sebanyak
62,1%, gambar sebanyak 37,5%, dan video
0,4%. Media yang paling tinggi penggunaannya
adalah media sosial tersebut seperti Facebook,
Twitter, Instagram, dan Path. Sedangkan hoaks
yang menggunakan situs web adalah sebanyak
34,9%, televisi 8,7%, media cetak 5%, email
3,1%, dan radio 1,2%.

Keterbukaan informasi publik memberikan
kewajiban kepada badan publik untuk mening-
katkan pengelolaan dan pelayanan informasi
serta membuka akses informasi publik, baik
secara aktif maupun pasif. Pemerintah selaku
penyelenggara pelayanan informasi publik se-
harusnya semakin memiliki integritas tinggi
dalam melaksanakan fungsi sebagai pelayan
masyarakat dalam memberikan keterbukaan in-
formasi. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik membe-
rikan jaminan kepada masyarakat untuk mem-
peroleh informasi publik dalam meningkatkan
peran aktifnya sebagai penyelenggaraan negara,
baik pada tingkat pengawasan, penyelenggaraan
negara, maupun pada tingkat proses pengambil-
an keputusan.

Perkembangan teknologi informasi yang
pesat, mendorong masyarakat untuk menuntut
akses informasi yang cepat. Kebijakan keter-
bukaan informasi publik ini bukan hanya hasil
adaptasi era perkembangan teknologi informa-
si, akan tetapi juga sebagai upaya mewujudkan
masyarakat yang informatif. Pemerintah tidak
dapat menghambat masyarakat untuk memper-
oleh informasi sebanyak-banyaknya. Apalagi
saat ini informasi dari negara asing sangat mu-

dah diakses menggunakan internet secara online
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dan media sosial. Di tengah masyarakat yang
melek informasi, informasi hoaks atau beri-
ta bohong yang mengarah kepada adu domba,
penghasutan, penghinaan, dan informasi yang
mengandung unsur SARA masih sangat besar
kemungkinannya untuk tetap muncul. Pada ta-
hun 2017 sudah ada 800.000 berita hoaks yang
tersebar di internet, dan dari Januari sampai Juli
2017 sudah terdapat 6000 situs yang diblokir

karena penebaran hoaks (Islami, Nur, 2017).

Saat ini media sosial lebih banyak diisi infor-
masi negatif, antara lain ujaran kebencian, in-
formasi intoleran, rasialisme, pemutarbalikan
fakta, bahkan fitnah. "Seolah-olah masyarakat
Indonesia sedang berubah sikap dan budaya.
Di dunia nyata, masyarakat masih bisa saling
menghormati akan tetapi di dunia maya, masya-
rakat banyak yang tidak menerapkan etika da-
2017). Hal ini

menandakan bahwa perkembangan tegnologi

lam berkomunikasi (Martha,

komunikasi, berupa media sosial, on Line dapat

menimbulkan masalah baru.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Kamus Merriam Webster hoax
adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk
mengelabui, membohongi untuk menjadikan se-
suatu informasi yang tidak benar menjadi suatu
kebenaran melalui fabrikasi atau kebohongan
yang disengaja. Saat ini berbagai berita hoax
disajikan lebih mengedepankan hasutan, ke-
bencian, dan kebohongan publik tanpa merujuk
pada data dan realitas sebenarnya. Hoaks men-
jadi fenomena di Indonesia dimana informasi
bohong sering disamarkan seolah-olah adalah

informasi yang sebenarnya.

Rendahnya literasi atau kemampuan me-
mahami dan menganalisis media menyebab-
kan tumbuh suburnya hoaks atau berita palsu.

Hoaks menjadi persoalan serius, karena menja-

di sebuah informasi yang direkayasa untuk me-
nutupi informasi sebenarnya. Pemutarbalikan
fakta atau pengaburan informasi yang benar ini
dilakukan dengan membanjiri media dengan
memproduksi pesan yang salah untuk menutupi
pesan yang benar. Saat ini berita hoax dibuat
sedemikian rupa menyerupai berita asli, dileng-
kapi dengan data-data yang seolah-olah adalah
fakta. Media sosial yang banyak dipakai untuk
menyebarkannya adalah Facebook dan Twitter.
Pemberitaan menyebutkan bahwa merebak-
nya pemberitaan palsu (hoaks) melalui jejaring
media sosial dinilai sudah mencapai tingkat
mengkhawatirkan, bahkan mulai mengancam
keutuhan bangsa. Dewan Pers mencatat saat ini

ada 43.300 media daring di Indonesia.

Pada 2014 hanya 254 media yang terverifikasi
di Dewan Pers dan tahun 2015 jumlahnya
menyusut tinggal sekitar 180 media. Sementara
itu, berdasarkan data Kementerian Komunikasi
dan Informatika terdapat sekitar 800 ribu situs
yang memproduksi berita hoaks di internet.
Data Subdirektorat Cyber Crime Polda Metro
Jaya, saat ini terdapat sekitar 300 konten media
sosial menyebarkan berita hoax. Konten-konten
hoaks itu kebanyakan diproduksi oleh para
buzzer politik yang tidak jarang menggunakan
nama menyerupai media yang terverifikasi
(Dani, 2017).

Jumlah pengguna internet di Indonesia diper-
kirakan akan bertambah terus seiring dengan
pembangunan infrastruktur di berbagai daerah
di Indonesia. Survei yang dilakukan Asosiasi
Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)
tahun 2018 menyatakan bahwa jumlah penggu-
na Internet saat ini sebanyak 171,17 juta atau
64,8 persen dari jumlah keseluruhan penduduk
Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statis-
tik (BPS), jumlah penduduk Indonesia adalah
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264,16 juta sehingga diperoleh total penggu-
na internet 2018 sebanyak 171,17 juta. Jumlah
pengguna internet semakin bertambah. Hal ini
dapat terlihat dari pengguna Internet tahun 2017
sekitar 54,68 persen dari populasi 262 juta pen-
duduk. Penduduk yang menggunakannya sekitar
143,26 jiwa. Berdasarkan data ini, total penggu-
na internet di Indonesia meningkat 10,12 persen
atau 27,9 juta orang dalam setahun. Kenaikan
ini disebabkan adanya pembangunan infrastruk-
tur oleh penyedia jasa internet (BPS, 2019).

Indonesia sebagai suatu negara yang padat
penduduknya (hampir 260 juta jiwa), memiliki
potensi besar untuk berkembang dan maju. Per-
lu upaya untuk menyiapkan sumber daya ma-
nusia Indonesia yang unggul melalui program-
program literasi media untuk menghadapi
informasi hoaks. Puspomad (n.d.) mengungkap-
kan:

Berita hoax membawa dampak yang ku-
rang lebih sama dengan fitnah, hanya
skala serta dampaknya jauh lebih besar
dan luas. Karena biasanya menyangkut
seseorang tokoh besar, organisasi bahkan
kelompok ataupun golongan tertentu. Ber-
ita hoax dan berita palsu ini bisa menjadi
salah satu pemicu munculnya perselisihan,
keributan, juga menyebarkan kebencian.
Dalam beberapa kasus ekstrim bahkan
bisa menyebabkan sebuah negara hancur.

Berita hoaks atau berita palsu (fake news)
bukan hanya isu nasional namun juga isu

global.

Pemerintah harusnya berperan aktif untuk
menyelesaikan masalah ini atau mencari solusi.
Penyelesaian terhadap maraknya hoaks bukan
hanya tanggung jawab pemerintah saja tetapi
dapat melibatkan organisasi non pemerintah.
Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian
Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)

yang diwakili para humasnya sudah melakukan

komunikasi kepada berbagai pihak dari luar,
seperti Facebook dan Google untuk menyaring
konten dan beragam informasi yang sehat dan

bertanggung jawab.

Memberikan pelayanan informasi publik
merupakan hal yang paling penting dan diperlu-
kan oleh humas pemerintah, tidak hanya sekedar
mengatur strategi komunikasi yang efektif demi
mewujudkan misi dari pemerintahan semata. In-
formasi publik merupakan salah satu aspek kunci
untuk akuntabilitas pemerintah. Praktisi Humas
pemerintah juga perlu membangun komunika-
si eksternal untuk menyampaikan informasi
publik yang dapat digunakan dalam mema-
jukan kinerja pemerintahan itu sendiri mislnya
melakukan komunikasi diluar pemerintahannya
seperti partai politik, tokoh masyarakat, Asosia-

si, target Group, dan lain-lain.

Dalam pelayanan informasi publik, pemerin-
tah mengandalkan peran humas pemerintah
sebagai fasilitator komunikasi, perantara, dan
membantu manajemen dalam penyampaian in-
formasi. Dalam aktivitasnya humas diharapkan
dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat
dan menciptakan kesempatan-kesempatan un-
tuk mendengarkan publiknya serta dapat men-
ciptakan peluang agar publik mendengar yang
diinginkan oleh manajemen (menurut Teori

Dozier dan Broom dalam Ruslan, 2011).

Menurut Amelia (2015):

Dalam sebuah organisasi, khususnya pe-
merintahan, humas memegang peranan yang
sangat penting dan strategis. Selain itu
humas sebagai sebuah kegiatan komunikasi,
berfungsi sebagai jembatan untuk memban-
gun suasana yang kondusif dalam kerangka
'win- win solutions' dari berbagai stake-
holders dan organisasi, baik secara internal
maupun eksternal dalam rangka membangun

citra dari instutusi pemerintah itu sendiri.
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Oleh karena itu praktik komunikasi humas
pemerintah yang paling ideal adalah menggunakan
model komunikasi berdasarkan model simetris
dua arah. Model ini sering digunakan di

pemerintahan (Ruslan, 2011).

Menurut Lattimore (2010), humas pemer-
intahan bertugas menjalankan kegiatan kebija-
kan dan pelayanan publik dengan memberikan
berbagai informasi tentang kebijakan pemerin-
tahan yang mengikat rakyat atau masyarakat.
Penyebaran informasi hoaks di berbagai media
sosial cenderung meningkat dan bahkan meng-
ganggu kehidupan bersama terutama antarumat
beragama dimana tebaran informasi sampah
tanpa verifikasi ini sudah sangat masif. Bukan
hanya hoaks saja yang marak dan menyebar
di media sosial melainkan ada juga pernyata-
an palsu yang dibuat “meme” dari para tokoh
agama ataupun politik. Menurut Eusabius da-
lam Kuncahyono (2017) hal ini membuat mas-
yarakat mengalami skizofrenia informasi yaitu
sudah luntur hati nurani dan hilangnya akal
budi, hal ini dapat kita perhatikan saat ini di-
mana bahwa penyebaran informasi hoaks juga
sering dilakukan oleh orang-orang yang terpela-
jar. Beberapa dosen atau pendidik bahkan terli-
bat dengan penyebaran hoaks, yang seharusnya
memberikan pendidikan dan pembelajaran bagi
masyarakat bagaimana mengunakan media ko-

munikasi yang baik.

Humas di dalam organisasi pemerintah dibu-
tuhkan sebagai jembatan untuk membangun sua-
sana yang kondusif bagi masyarakat dan juga peng-
guna media sosial. Dalam melaksanakan tugasnya ,
menurut Lattimore (2010) ada empat model Ko-
munikasi Humas yang selalu diterapkan. Perta-
ma, model press agentry (agen pemberitaan); yaitu
menggambarkan bagaimana informasi bergerak satu

arah dari organisasi menuju publik. Kedua, model

informasi publik; yaitu model yang menggambar-
kan cara Humas bertugas memberitahukan infor-
masi kepada publik. Model ini sering dipraktikkan
oleh Humas pemerintah, lembaga pendidikan
dan organisasi nirlaba. Ketiga adalah model asi-
metris dua arah; yaitu memandang Humas sebagai
kerja persuasi ilmiah yang menggunakan hasil riset
untuk mengukur dan menilai publik. Keempat,
model simetris dua arah; yaitu sebuah model yang
menggambarkan sebuah orientasi Humas dimana
organisasi dan publik saling menyesuaikan diri.
Model ini berfokus pada penggunaan metode
riset ilmu sosial untuk memperoleh rasa saling pe-
ngertian serta komunikasi dua arah antara publik
dan organisasi. Dari keempat model tersebut, tiga mo-
del pertama merefleksikan sebuah praktik Humas
yang berusaha mencapai tujuan organisasi melalui
persuasi. Model yang keempat berfokus pada usa-
ha menyeimbangkan kepentingan pribadi dengan

kepentingan publik atau kelompok lainnya.

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti
Humas Kemenkominfo yang ada di Direktorat
Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
(Dirjen IKP) sebagai objek penelitian. Hal ini
dikarenakan Kemenkominfo adalah Humas Pe-
merintah yang membuat dan mensahkan regu-
lasi Undang-Undang Informasi Transaksi Elek-
tronik (ITE) tahun 2008. Yang menjadi pokok
permasalahan adalah kesiapan Pemerintah da-
lam memberikan pembelajaran atau edukasi ke-
pada masyarakat melalui kegiatan literasi media
untuk memerangi berita bohong yang tersebar di
masyarakat dengan menggunakan media sosial.
Rendahnya literasi digital di tengah tingginya
pertumbuhan pengguna internet yang menca-
pai 132,7 juta di Indonesia menjadi salah satu
penyebab meluasnya penyebaran berita hoaks
di masyarakat (Yudhianto, 2017).
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Kesadaran akan begitu besarnya bahaya
hoaks mendorong munculnya gerakan perla-
wanan masyarakat terhadap ketidakadilan dan
ketidakjujuran di media sosial. Pada era saat ini
masyarakat sulit membedakan informasi yang
benar dan salah. Oleh karena itu, sangat pen-
ting untuk meningkatkan literasi media melalui
media sosial. Pengertian media literasi menurut
Potter (2016) adalah “a set of perspectives that
we actively use to expose ourselves to the mass
media to interpret the meaning of the messages
we encounter.” Dalam hal ini bagaimana ma-
syarakat punya kemampuan untuk mengakses,
menganalisis, mengevaluasi, dan mengkomuni-
kasikan isi pesan media yang berupa informasi,
berita, hiburan, iklan, dan lain-lain. Berdasar-
kan hal tersebut penelitian ini ingin mengeta-
hui bagaimana model komunikasi humas dalam
literasi media yang berkaitan dengan informasi
hoaks.

Secara teoritispenelitianini dapat memperluas
pengetahuan penulis mengenai kajian model
komunikasi Governance Public Relations
(GPR) dan secara akademis dapat memberi
kontribusi untuk mengembangkan Program
Studi Manajemen Informasi dan Komunikasi
tentang model komunikasi Corporate Public
Relation (CPR) maupun (GPR) Governance

Public Relations dalam literasi media.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif
kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan
metode wawancara, observasi, dan dokumenta-
si. Informan penelitian terdiri atas 3 (tiga) orang
yang terdiri dari Staf Humas dan Kepala Seksi
Kehumasan. Penentuan informan didasarkan
pada orang yang dianggap mengetahui informa-
si dan masalahnya secara mendalam sehingga

dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang

relevan. Ketika pengumpulan data, informan
dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan
kemantapan peneliti dalam memperoleh data.
Wawancara dilakukan secara mendalam untuk
menyajikan konstruksi saat sekarang tentang
suatu konteks mengenai, peristiwa, aktifitas,
organisasi, perasaan, motivasi, tanggapan atau
persepsi, serta keterlibatan seseorang dalam ke-
giatan humas pada literasi media sosial. Wawan-
cara mendalam ini dilakukan guna mendapatkan
data yang rinci, jujur, dan mendalam dan dapat
dilakukan beberapa kali sesuai dengan keperlu-
an penelitian yang berkaitan dengan kejelasan

dan pemahaman masalah yang sedang diteliti.

Metode observasi dilakukan dengan obser-
vation guide dengan mengamati langsung dan
mencatat gejala-gejala atau peristiwa atau ke-
jadian-kejadian pada objek yang diselidiki yai-
tu kegiatan humas dalam literasi media sosial.
Metode dokumentasi digunakan untuk meleng-
kapi data-data penelitian yang berupa studi ke-
pustakaan untuk memperkuat analisis dan pe-
mecahan masalah yang ditemukan di lapangan.
Analisis dilakukan dengan reduksi data, sajian
data, dan penarikan simpulan dengan verifi-
kasinya. Ketiga komponen analisis tersebut sa-
ling terjalin dan dilakukan secara terus menerus
di dalm proses pelaksanaan pengumpulan data.
Proses analisis dilakukan di lapangan bersa-

maan dengan proses pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demografi pengguna internet didominasi
oleh generasi muda dari usia 10-24 tahun
sebanyak 24,4 juta atau 18,4% dari total 132,7
juta pengguna internet di Indonesia dengan
usia 10-24 tahun dan mengakibatkan penetrasi
sudah mencapai 75%. Di Indonesia saat ini
terjadi kesenjangan pendidikan literasi dengan
kemudahan mengakses internet (APJII, 2016).
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Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Miller
(2016) di Central Connecticut State University
tentang “Most Littered Nation In The World”,
tingkat literasi Indonesia masih sangat rendah,
yaitu berada di peringkat 60 dari 61 negara.
Dampakdariliterasirendah terjadiberbagaikasus
penyalahgunaan internet; mulai dari internet
fraud, adiksi atau kecanduan, pelanggaran
privasi, bias realitas, hingga propaganda
penyebaran berita hoax, hasutan SARA, hate
speech, dan paham radikal yang menyebar viral
di dunia maya. Hal tersebut mengindikasikan
bahwa mayoritas netizen di Indonesia belum
terliterasi digital dengan baik. Data yang dirilis
oleh Kemenkominfo menyebutkan sebanyak
800 ribu situs di Indonesia terindikasi sebagai
penyebar berita palsu dan (hate speech) ujaran
kebencian (Purwadi, 2017) Selain itu selama
tahun 2016 Kemenkominfo telah memblokir 773
ribu situs yang mengandung unsur pornografi,
SARA, hoax, penipuan/perdagangan ilegal,
narkoba, perjudian, radikalisme, kekerasan pada
anak, keamanan internet, dan Hak Kekayaan
Intelektual (HKI).
Widyastuti, et al., 2016 mengungkapkan
bahwa:
Istilah literasi digital pernah digunakan
pada tahun 1980-an (Davis & Shaw,
2011), ketika teknologi komputasi mulai
digunakan untuk menunjang kehidupan
sehari-hari. Gilster (1997) kemudian
memperluas konsep literasi digital se-
bagai kemampuan memahami dan meng-
gunakan informasi dari berbagai sumber
digital untuk kepentingan pengembangan
diri dan organisasi. Dengan kata lain ke-
mampuan untuk membaca, menulis, dan
berhubungan dengan informasi akan me-
nentukan bagaimana seorang individu dan

organisasi berkembang.

Jika melihat bahaya yang ditimbulkan

hoaks, pemerintah perlu segera mengantisipa-

si perkembangannya. Dalam hal ini Kemente-
rian Kominfo sebagai humas (PR) Pemerintah
perlu merencanakan program komunikasi atau
kegiatan untuk peningkatan literasi media so-
sial. Kegiatan komunikasi PR pada umumnya
menggunakan teori J. Grunig and Hunt sebagai
pedoman bagi para pelaku public relation teru-
tama untuk menerapkan hubungan terhadap in-
teraksi yang terjadi dalam proses public relation
(Ruslan, 2011). Model ini lebih mengutamakan
cara seorang PR berhubungan dengan publik
internal maupun eksternalnya. Seorang PR
harus selalu menjaga citra positif perusahaan
melalui berbagai cara/teknik pendekatan meng-
gunakan berbagai media. Untuk membahas hal
ini Grunig memiliki empat model komunika-
st PR: (1) press agentry model (keagenan pers
atau model propaganda), (2) public information
model (model informasi publik), (3) two-way
asymmetrical model (model asimetris dua arah),
(4) two way symmetrical model atau model si-
metris dua arah. (Ruslan 2011).

Dari beberapa analisis yang dilakukan dalam
penelitian ini, ditemukan bahwa dalam berko-
munikasi untuk meningkatkan literasi media
sosial kepada masyarakat tentang pemberita-
an informasi hoaks, Kementerian Komunika-
si dan Informatika (Kemenkominfo) sebagai
Humas pemerintah sudah menggunakan model
komunikasi satu dan dua arah. Kemenkominfo
melakukan publikasi berita pada media. Hal ini
merupakan komunikasi yang bersifat satu arah.
Untuk model komunikasi dua arah, Kemen-
kominfo menggunakan beberapa cara. Bukti
utamanya ialah keaktifan dalam memberikan
dan menanggapi informasi di media sosial dan
melakukan kerjasama dengan masyarakat anti
hoaks serta aparat penegak hukum, pemuka
agama dan pihak ketiga (penyedia aplikasi uta-

ma) media sosial. Berikut adalah detail komu-
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nikasi satu arah yang telah diterapkan oleh ke- mahami fungsi dan perannya. Hal ni dilaku-

menkominfo:

1. Model press agentry (agen pemberitaan)

Model komunikasi ini merupakan komu-
nikasi satu arah dimana seorang komunika-
tor secara langsung dapat menyampaikan
informasi kepada komunikan. Pada bentuk
komunikasi ini, komunikator tidak terla-
lu mengkhawatirkan feedback yang dating.
Biasanya memenfaatkan publik figur, opion
Leader, kay persons yang memiliki kredibel-
itas di bidangnya.

Model ini bertujuan untuk melakukan
publisitas yang menguntungkan, tanpa ingin
mengetahui tanggapan audiensi atau komu-
nikan. Karakteristik dari model komunikasi
ini adalah dengan menggunakan teknik per-
suasi dan manipulasi untuk mempengaruhi
audiensi agar dapat berperilaku sesuai den-
gan keinginan organisasi.

Model komunikasi ini biasanya menggu-
nakan taktik propaganda dengan penggunaan
nama public relation expert dan perangkat
yang bisa memancing perhatian khalayak
melalui argumen dan penalaran sehingga
khalayak lebih tertarik dengan informasi-
informasi yang diberikan oleh perusahaan
yang bersangkutan. Hal ini menggambarkan
seolah-olah program-program humas memi-
liki tujuan tunggal agar terpublikasi melalui
media massa yang menguntungkan (favour-
able) bagi organisasi. Model komunikasi ini
terkadang tidak mengutamakan kebenaran
informasi yang disampaikan sehingga kebe-

naran informasi bukan menjadi pokok utama.

Pada kegiatan press agentry, Kemen-
kominfo juga menggunakan komunikasi ini
dengan teknik persuasi untuk menginforma-

sikan agar masyarakat mengetahui dan me-

kan sehingga tercipta peningkatan literasi
media kepada masyarakat melalui sosialisa-
si Undang-Undang Informasi dan Transak-
si Elektronik (ITE) serta Undang-Undang
Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Di
samping itu, Kemenkominfo juga melakukan
monitoring konten yang bersifat online ter-
utama konten-konten yang tidak sesuai de-
ngan undang-undang. Untuk lebih jelasnya
lagi dalam memperoleh data-data, terdapat
keterangan dapat mengakses situs resmi Ke-
menterian Kominfo @kemenkominfo dapat
diketahui visi dan misi serta program kerja/
kegiatan dan struktur organisasinya serta ke-
bijakan-kebijakan tentang Regulasi UU ITE
dan KIP.

2. Public Information Model (Model Informasi

Publik)

Komunikasi informasi publik berbeda
dengan model komunikasi agen pemberitaan
karena tujuan utamanya adalah untuk mem-
beritahukan dan menginformasikan atau
memberikan pelayanan informasi kepada
publik dan bukan untuk kegiatan promosi
dan publisitas, tetapi tujuannya menginfor-
masikan program dan kebijakan organisasi
apa adanya (jujur). Namun, alur komunikasi
dari komunikator ke komunikan masih tetap
satu arah. Sekarang model ini sering digu-
nakan oleh public relations di pemerintahan,
lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, dan
bahkan beberapa korporasi. Model komuni-
kasi ini mempunyai karakteristik menggu-
nakan rilis dan teknik komunikasi satu arah.
Umumnya kegiatan komunikasi ini menggu-
nakan newsletters, brochures, dan magazines
yang berisi informasi mengenai perusahaan.

Dalam mendistribusikan informasi, perusa-
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haan melakukannya secara berkala. Bentuk
ini akan lebih baik karena mengandung lebih

banyak kebenaran.

Dalam hal ini PR bertindak sebagai
Journalist in residence, artinya bertindak
sebagai wartawan dalam menyebarluaskan
informasi kepada publik dan mengendalikan
informasi ke media massa. Model ko-
munikasi satu arah yang dilakukan oleh
Kemenkominfo dalam literasi media
sosial untuk model komunikasi public
information menggunakan akun genposting.
com yang berfungsi sebagai portal informasi
dan email resmi “@Genposting 1.0 dan @
Genposting 2.0. go to campus. Akun ini
dapat memonitoring publisitas dari beberapa
media yang dianggap community media yang
anti hoaks dan juga mengajak masyarakat
dalam upaya mencerdaskan kehidupan
bangsa khususnya generasi muda dengan
memberikan informasi yang sehat dan

wawasan yang seluas-luasnya.

Selain itu Kemenkominfo melakukan
monitoring terhadap konten media online
baik terhadap media yang sudah maupun be-
lum terverifikasi menggunakan akun www.
jpnn.com. Publisitas yang dilakukan cukup
transparan, intens dan terbuka dalam mem-
berikan info internalnya. Berdasarkan hal
ini penulis mengindikasikan adanya peng-
gunaan model komunikasi satu arah yang
bersifat informasi publik karena sesuai den-
gan peran Kemenkominfo untuk mendorong

pelaksanaan dan penerapan UU KIP.

Di samping komunikasi satu arah, Ke-
menkominfo juga menerapkan komunikasi
dua arah, komunikasi dua arah lebih efektif
digunakan untuk segera mengetahui feed-

backnya atau umpan balik dari masyarakat.

Dengan komunikasi dua arah pemerintah
dapat mengetahui apa yang dibutuhkan dan
diinginkan masyarakat dalam menemukan
solusi literasi media. Ada dua bentuk komu-

nikasi dua arah yaitu;

1. Two-way asymmetrical model (model
asimetris dua arah)

Model komunikasi ini menggunakan
komunikasi dua arah, akan tetapi kadang-
kadang terjadi komunikasi tidak seimbang
(Zero Sum game), feedbek komunikan
tidak diperhitungkan. Model ini mene-
rapkan metode riset ilmu sosial untuk
meningkatkan efektivitas pengaruh pesan
yang disampaikan. Praktisi PR meng-
gunakan model ini dalam bentuk strate-
gi ilmiah, survei, dan wawancara untuk
mengukur serta menilai publik sehingga
mereka bisa merancang program PR yang
bisa memperoleh dukungan dari publik.
Terdapat timbal balik (feedback) untuk
proses pembuatan program. Model komu-
nikasi ini masih menekankan cara organi-
sasi membuat publik menyesuaikan diri
dengan keinginan organisasi bukan se-
baliknya (organisasi yang menyesuaikan
kepentingan publik).

Pada model komunikasi asimetris,
organisasi tidak memanfaatkan banyak
tenaga atau karyawan dan sumber daya
mereka untuk mengetahui reaksi dari para
stakeholder, investor, dan masyarakat.
Model komunikasi Hunt & Grunig ini
mementingkan pembelaan organisasi dar-
ipada mencari solusi yang terbaik bagi
penyelesaian problema humas yang mun-
cul. Organisasi diasumsikan selalu benar
dalam tindakan-tindakannya, sementara

publik tidak perlu diakomodasi kepen-
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tingan-kepentingannya. Dengan kata lain
organisasi yang membujuk atau meng-
haruskan publik yang menyesuaikan diri
dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat
oleh organisasi sehingga bentuk komuni-
kasi ini kurang efektif untuk kegiatan lite-

rasi media.

Untuk kegiatan literasi media sosial,
pada model komunikasi yang efektif ten-
tunya harus ada umpan balik dari kha-
layak untuk organisasi, baik itu khalayak
internal maupun eksternal. Dengan kata
lain, adanya komunikasi yang tersedia
dari khalayak ke organisasi. Umpan balik
(feedback) dijadikan sebagai indikator da-
lam menentukan keberhasilan komunika-
si dengan adanya komunikasi yang bersi-
fat dua arah. Kemenkominfo melakukan
beberapa aktifitas komunikas ini untuk
menghadapi  maraknya pemberitaan
hoaks yang menyebabkan timbulnya ke-
resahan masyarakat. Dengan banyaknya
tanggapan dan pengaduan masyarakat
tentang informasi pornografi, Kemen-
kominfo melakukan tindakan untuk mem-
blokir enam DNS milik Tenor, selaku
penyedia konten GIF porno di WhatsApp.
Konten yang disediakan dianggap nega-
tif. Pemblokiran dilakukan untuk mence-
gah penyebaran konten negatif kepada
masyarakat. Selain tenor.com, DNS yang
diblokir adalah api.tenor.com, blog.tenor.
com, qa.tenor.com, media.tenor.com, dan

medial.tenor.com (IThsanuddin, 2017).

Kemenkominfo  juga  memblokir
website investasi ilegal. Berdasarkan data
Bappebti, sebanyak 97 website investasi
ilegal telah diblokir sepanjang Januari-
Oktober 2017 (Noviani, 2017). Hampir

seluruh website menawarkan investasi
forex yang tidak sesuai dengan ketentuan

Bappebti.

Masih banyak masyarakat yang belum
bijak menggunakan medsos, mencaci,
menghina dan lain-lain perlu dilakukan
Forum Dialog dan Literasi Media “Bijak
Bermedia Sosial. Kegiatan ini digelar
Kementerian Komunikasi dan Informa-
tika (Kominfo) dan bekerjasama dengan
Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan
tujuan untuk menghimbau dan meminta,
masyarakat dalam menggunakan inter-
net secara bijak jangan mudah percaya
dengan kabar yang baru dibaca (Irawan,
2017)

Kompas.com (2017) memberitakan:

Kementerian Komunikasi dan Infor-

matika turut mengedukasi masyarakat

untuk meningkatkan literasi digital,
salah satunya melalui Mudamudigi-
tal. Mudamudigital merupakan wadah
bagi para generasi muda untuk berbagi
ilmu dengan para pakar literasi digital

Indonesia. Para peserta juga dapat ‘cur-

hat’ kepada para pakar tentang apa saja

yang mereka hadapi di dunia digital
pada ‘zaman now’. Tujuan utama dari

Mudamudigital ialah membentuk gen-

erasi muda Indonesia agar mempunyai

kecerdesaan literasi digital yang tinggi,
sehingga tidak gampang dipengaruhi
oleh berita-berita hoax yang dapat

melunturkan persatuan dan kesatuan
bangsa.

Dari penjelasan di atas tampak bahwa
Kemenkominfo sebagai Humas pemerin-
tah berusaha untuk melayani informasi
untuk kepentingan publik, bukan hanya
memberikan pelayanan informasi yang
berkaitan dengan kementerian saja. Hal
ini dapat kita lihat dengan adanya respons

dan tindakan untuk menanggapi masalah
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serta menjawab pertanyaan yang diutara-
kan oleh masyarakat luas ataupun penegak
hukum, rekan media, tokoh masyarakat,

kelompok selebriti, dan lainnya.

. Two way symmetrical model (model
simetris dua arah)

Model komunikasi simetris dua arah
dapat menjadi sebuah pedoman bagi
PR dimana organisasi dan publik saling
menyesuaikan diri. Fokus pada penggu-
naan metode riset ilmu sosial dalam pe-
nelitian dan teknik komunikasi untuk
mengelola konflik dan memperbaiki pe-
mahaman publik secara strategis oleh
Grunig. Model simetris dua arah merupa-
kan cara yang ideal dalam meningkatkan
derajat perusahaan terhadap target audien-
Si.

Model komunikasi ini memiliki karak-
teristtk menggunakan teknik negosiasi
dan model ini juga dapat meningkatkan
pemahaman bersama dan rasa saling
menghormati antara perusahaan dengan
masyarakat. Model ini merupakan model
yang paling tepat dan dianggap lebih etis
dalam menyampaikan pesan atau infor-
masi. Dalam komunikasi ini komunikan
dapat membujuk serta dapat juga memba-
ngun rasa saling pengertian, pemahaman,
dan kepercayaan atara kedua belah pihak.
Model ini biasanya digunakan pada pe-
rusahaan/organisasi di bawah kontrol pe-
merintah (Putri, 2015).

Model simetris dua arah ini lebih me-
ngarahkan Humas ke dalam peran me-
diator dibandingkan pembujuk. Dengan
model ini, humas sebagai mediator dapat
mendengarkan kekhawatiran atau terjadi

konflik para klien dan publik utama se-

hingga mereka dapat saling beradaptasi
satu sama lainnya. Model ini biasanya
digunakan juga untuk kegiatan negosia-
s, resolusi konflik, dengan adanya saling
pengertian, dan saling menghormati dian-
tara organisasi dan publiknya. Selain itu
model ini juga sering digunakan dalam
bisnis atau nonprofit dalam organisasi/
perusahaan untuk membuktikan apakah
kondisi mereka dalam situasi konflik.
Model ini juga dapat mencoba menemu-
kan solusi yang saling menguntungkan
dalam menyelesaikan masalah dengan
adanya (Win-win Solutions).

Model komunikasi ini dapat mengiden-
tifikasi dua pola hubungan masyarakat
yang dalam praktek disebut juga diachron-
ic sinkronis. Model ini dapat memperluas
dua bentuk hubungan masyarakat ke da-
lam konsep keempat model komunikasi
tersebut. Model ini dapat mengetahui
hubungan masyarakat dan organisasi bah-
kan dalam perkembangan model komuni-
kasi ini dijadikan sebagai suatu alat untuk
mengukur kegiatan humas. Model humas
asimetris dua arah umumnya dilakukan
berdasarkan penelitian komunikasi dalam
mengelola konflik dan meningkatkan pe-
mahaman dengan publik. Model ini me-
nekankan pentingnya perubahan perilaku
organisasi untuk merespon tuntutan pub-
lik. Dengan kata lain, peran humas dalam
organisasi dapat berfungsi untuk kegiatan
mempersuasi publik serta membujuk pen-

gelola organisasi.

Model Asimetris ini merupakan mod-
el Humas yang paling etis dan bisa diter-
ima secara sosial. Kegiatan komunikasi

Kemenkominfo yang menggunakan mod-



12 Jurnal Ilmiah Manajemen Informasi dan Komunikasi, Volume 4 Nomor 1, Juli 2020, halaman 1-15

el two way symmertical misalnya dalam
kasus Giphy asusila, verifikasi media on-
line, dan peluncuran TurnBack Hoaks.
id (gerakan anti Hoaks). Masyarakat se-
cara aktif melaporkan banyak beredarn-
ya konten-konten asusila di platform
WhatsApp. Kemenkominfo yang me-
wakili pemerintah menjalin komunikasi
dengan Giphy sebagai penyedia layanan
GIF untuk menyesuaikan kontennya ber-
dasarkan peraturan perundang-undangan,
melakukan koordinasi dengan Giphy agar
melakukan pembersihan konten yang
meresahkan masyarakat. Kemenkominfo
dalam hal sebagai fasilitator antara mas-

yarakat dengan Giphy (Ivan, 2017)

Banyak media online yang ikut menye-
barkan berita hoaks berdasarkan data
yang dimiliki Dewan Pers. Saat ini ada
sebanyak 47 ribu media online yang ada
di Indonesia. Diantaranya masih banyak
juga media online tidak memiliki struk-
tur redaksi dan alamat yang jelas. Jika
ada laporan masyarakat yang masuk ke
Kemenkominfo untuk meminta mem-
blokir sejumlah situs yang dinilai menye-
barkan berita bohong, Kemenkominfo
harus menentukan sikap dan tindakan.
Sementara banyak juga media yang be-
lum tersertifikasi oleh dewan pers. Adan-
ya alamat atau data redaksi dan alamat
situs media yang belum jelas atau tidak
terdaftar. Hal ini mendorong diwajibkan-
nya semua media online melakukan ver-
ifikasi media kepada dewan pers untuk
mengetahui penanggungjawab dan alamat
situsnya. Dengan adanya verifikasi media
online, secara tidak langsung penerapan
UU ITE akan dapat dilakukan dengan

baik. Dalam kegiatan verifikasi media ini

Kemenkominfo berfungsi sebagai fasilita-

tor antara masyarakat dan dewan pers.

Peluncuran  TurnBackHoax.id dan
Deklarasi Anti Hoax diselenggarakan
bersamaan di 7 kota Jakarta, Bandung,
Semarang, Solo, Wonosobo, Yogyakarta
dan Surabaya. Dengan semakin marak-
nya hoax di internet, media sosial, mau-
pun layanan aplikasi lainnya, Kelompok
Masyarakat Telekomunikasi (Mastel)
ingin Indonesia memiliki dunia maya
yang lebih sehat, lebih bermanfaat, serta
berkualitas bagi seluruh masyarakat (Iza,
2017).

Penanggulangan hoaks yang dilakukan
Pemerintah di berbagai situs dan media so-
sial adalah dengan melakukan penapisan
atau pemblokiran. Keberhasilan Pemerin-
tah dalam penanggulangan hoaks bukan
karena banyaknya jumlah situs yang tel-
ah diblokir akan tetapi bagaimana mas-
yarakat diharapkan sudah dapat mena-
pis sendiri sebelum menyampaikan dan
mendistribusikan konten. Kegiatan pen-
anggulangan hoaks diprakarsai oleh Mas-
yarakat Indonesia Anti Hoax yaitu Mastel
yang dihadiri juga oleh para wartawan
dan para awak media, pegiat media sosial,
serta para tokoh baik dari kalangan se-
lebriti yang berkolaborasi dengan sejum-
lah komunitas secara berjejaring maupun
lembaga pemerintah, antara lain Kepoli-
sian Republik Indonesia sebagai penega-
kan hukum dan tokoh agama, Influenc-
er serta kelompok masyarakat pencinta

Kedamaian dan yang anti hoaks.

Masyarakat saat ini belum dapat mem-
bedakan hoaks atau bukan hoaks kare-

na masyarakat juga masih banyak yang
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kurang paham cara mencari kebenaran
tentang suatu informasi atau melakukan
cek dan ricek terhadap suatu informasi.
Dengan adanya situs dan aplikasi inter-
net maka kalangan Netizen lebih mudah
menyampaikan berita apapun baik itu in-
formasi yang benar, hoaks, ataupun infor-
masi yang berupa “meme” yang mengaki-
batkan pendistribusiannya menjadi mudah
dan cepat. Oleh karena itu diperlukan ke-
giatan literasi media kepada masarakat
agar masyarakat dapat memberikan infor-

masi yang baik atau sehat.

Selain itu Kemenkominfo juga mem-
prakarsai suatu deklarasi untuk menyi-
apkan code of conduct berkomunikasi de-
ngan cerdas di media sosial, serta gerakan
literasi media ke masyarakat dengan ke-
giatan roadshow ke institusi pendidikan,
seperti kampus, sekolah pesantren, ormas,
ulama dan pemuka agama, budayawan.
Pada tanggal 8 September 2017 bersa-
maan dengan Hari Literasi Internasional
ditetapkan juga gerakan nasional literasi
nasional dengan wadah #SiBerkreasi. Si-
berkreasi merupakan kerjasama pemerin-
tah, akademisi, komunitas, pegiat literasi,
masyarakat sipil, media hingga influenc-
er. Bentuk komunikasi yang dilakukan
Kemenkominfo pada kegiatan ini adalah
dua arah yang bersifat symmetris, yaitu
bertindak sebagai fasilitator.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh
penulis, model komunikasi yang digunakan
Kemenkominfo untuk literasi media sosial
adalah menggunakan keempat model Grunig
yaitu: satu arah: model press agentry (agen

pemberitaan) dan model public information

model (model informasi publik), model dua
arah: two-way asymmetrical model (model
asimetris dua arah) dan two way symmetrical

model (model simetris dua arah).

Model komunikasi satu arah yaitu model
press agentry (agen pemberitaan) dan public in-
formation model (model informasi publik), Ke-
menkominfo menggunakan komunikasi den-
gan teknik persuasi untuk menginformasikan
agar masyarakat mengetahui dan memahami
fungsi dan peran Kemenkominfo untuk pening-
katan literasi media kepada masyarakat melalui
sosialisasi untuk memahami serta mendorong
pelaksanaan dan penerapan UU ITE serta UU
KIP kepada publik dan masyarakat. Model
Komunikasi dua arah yaitu two-way asymmetri-
cal model dan two way symmetrical model, Ke-
menkominfo melakukan komunikasi dua arah

yang bersifat asimetris dan simetris.

SARAN

Kemenkominfo sebagai Humas pemerin-
tah seharusnya menggunakan komunikasi de-
ngan teknik negosiasi kepada masyarakat untuk
meningkatkan pemahaman bersama dan rasa sa-
ling menghormati serta bertindak sebagai fasili-
tator komunikasi dalam pelayanan informasi,
memberikan tanggapan (respons), memberikan
solusi dari permasalahan (resolusi konflik) serta
melakukan tindakan untuk menyelesaikan per-
masalahan yang berkaitan dengan informasi
hoaks baik berupa aduan atau temuan di lapa-
ngan yang disampaikan oleh masyarakat luas
yang terdiri dari para penegak hukum, awak
media, tokoh masyarakat, selebriti, akademisi,

praktisi, dan influencer.
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